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BAB VI

MONITORING DAIT EVALUASI

Pasal 45

SKPD pemberi Rekomerrdasi melakukan monitoring dan evaluasi
atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Inspektorat.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 Ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan
sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,
penerima hibah atau banttran sosial yang bersangkutan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.

BAB VII
K TEITTUAN PERALIIIAN

Pasal 47

(1) Pengesahan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (6) dikecualikan terhadap :

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
sebelum berlakunya Undang-Unda:rg Nomor 17 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadazrnnya
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3;

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan Staatsblad I87O Nomor 64 tentang
Perkumpulan - Pe rkumpulan Berbadan Hukum
(Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Repubtik
Indonesia, tetap dialrui keberadaan dan kesejarah.rnnya
sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai
akhir masa berlakunya; dan

[_
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d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara
Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia
atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2Ol3 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OI3
diundangkan.

Pada saat Perahrran Bupati ini mulai berlaku, hibah dan
bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan
sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016
dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perahrran Bupati ini.

Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun
Anggaran 2076 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah
dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan
setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini
dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL6.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, penganggaran,

(21

(3)

pelaksanaa:r dan
pertanggungiawaban serta
dan bantuan sosial mulai
Peraturan Bupati ini.

penatausahaan, pelaporan dan
monitoring dan evaluasi pemberian hibah
Tahun Anggaran 2OL6 berpedoman pada

BAB VIII
I(ETENTUAN PENUTUP

Pasd 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2OLI tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Angga-ran Pendapatan dan Belanja Daeratr (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OLl Nomor 149l., sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2OLl tentang Tata Cara Penganggara.n, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2076 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Passl 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tangsal l3 .ipril 201 6

rlU i r)

KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR O(;

Diundangkan di Rantau



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 06 Tniu;i zot 6

TANGGAL i nri -,)Iil ?"O'i 6

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR ....... TAHUN ........
TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ......

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA
ALAMAT

PENEzuMA
JUMLAH

(Rp)

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

Dst.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : L'6 1-.!ir'.. iot G

TANGGAL : ij _jru-1, ZO,, G

A. FORITIAT PAKTA INTEGRITAS PEITERIMA HIBATI BERUPA UANG :

PAITTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yarrg berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam
proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan
mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara
PenganggararL, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial .i<

yaurtg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya; dan

4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

Rantau,

Penerima Hibah,

meterai/ttd

(Nama lengkap)



B. FORIUAr PAI(TA INTEGRITAS PEITERIMA HIBNI BERUPA BARAITG :

PNTTA IITEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan
mematuhi Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara
penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya; dan

2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang- undangan yarlg berlaku.

Rantau,

Penerima Hibah,

meterai/ttd

(Nama lengkap)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR :

TANGGAL :

A. FORIIIAT SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB PEITERIMA HIBAH
BERUPA UAI{G :

ST'RAT PERITYATAAIV TANGGUITG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah
menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi
Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaant, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
pengguna.an dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
pengguna€rnnya sehingga kemudian menimbulkan kemgian daerah, maka
saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah
serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,

Penerima Hibah,

meterai/ttd

(Nama lengkap)



B. FORMAT SURAT PERITYATAAN TAITGGUNG JAWAB PEITERIMA HIBAII
BERUPA BARAITG :

SURAT PERITTATAAIY TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawatr ini :

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas narna

Dengan ini menyatakan batrwa saya sebagai penerima hibah berupa barang
telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi
Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab muflak terhadap
penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta unttrk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,

Penerima Hibah,

meterai/ttd

(Nama lengkap)



I.A.MPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT KOITVERSI DAN PENGUNGI(APAN HIBNI BERUPA BARANG
DAIT/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH IGBUPATEN ......
SKPD

I.APORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.
Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

*)
*")

&." -

T

Lain-lain Pendapatan Asli

Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak

2.2.2.1.L

Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial barang
yang diseratrkan kepada

Belanja barang untuk
diseratrkan kepada pihak
ketiga/rnasyarakat selain
hibah dan bantrran sosial **

Barang/jasa selain hibah
dan bantuan sosial



II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH IGI}UPATEN ......
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

No
Urut

Uraiart
Anggirran

Setelah
Perubahan

Realisasi
Lebih

(Kurang)

I Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Paiak Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan AsIi Daerah yang Sah
t2 Dana Perimbanean
1.2.L Dana Baei Hasil
t.2.t.r Dana Basi Hasil Paiak
t.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/

Sumber Daya AIam
t.2.2 Dana Alokasi Umum
t.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah
t.3.2 Dana Danrrat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi

dan Pemerintah Daerah Le.innya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan

2 Belania
2-l Belania Tidak Langsung
2.1.2 Belania Bunca
2.1.3 Belania subsidi
2.t.4 Belania Hibah
2.1.5 Belania Bantuan Sosial
2.L.6 Belania tsaci Hasil
2.1.7 Belania Bantuan KeuanBn
2.1.8 Belania Tidak Terduga

Jumlah Belania
SURPLUS/(DEFISITI

3. Pembiavaan Daerah
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 Penesunaan SiLPA
3.L.2 Pencairan Dana Cadanean
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah vanc Dioisahkan
3.1.4 Penerimaan Piniaman Daerah
3.1.5 Penerimaal Kembali Pemberian

Piniaman
3.r.6 Penerimaan Piutang Daerah

Juml,ah Penerimaan
3.2 Penseluaran Pernbiavasn Daereh
3.2.1 Pembenhrkan Dana Cadansan
3,2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembavaran Pokok Utang
3-2.4 Pemberian Piniaman Daerah

Jumlah Penseluaran
Pembiayaan Neto

3.3 Sisa l-bih Pembiavaan AnePeran (SILPAI

d.

)^



III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH :

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH :

No Uraian SATKER 1 SATKER 2 PPKD Gabunsan
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendaoatan oaiak daerah )co( )oo< )oo(
4 Pendapatan retribusi daerah >oo( :oo( :oo(
5 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah vane dioisahkan )oo( >oa(

6 Lain-lain PAD vans satl )oo( >oo( )oo( )ocK

7 Jumlah Pendapatan Asli Daeratt ,oo( :ao( )oo(

8 Dana oerimbanean )oot )oo(

9 Lain-lain oendaoatan vans satl ,ocK EO(

10 Jumlah pendapatan )oo( )oo( ,ocx )oo(

11 Belania
t2 Belania Tidak Lanssuns )oo( )oo( loo( )oo(

t2.t Belania Peeawai >oa( )oo( )oo(

12.2 Belania Bunqa ,oo( xto(
12.3 Belania subsidi :oo( xtor
t2.4 Belania Hibah ,oo( )oo(

L2.5 Belania Banhran Sosial >oo( >ocK

L2.6 Belania Baei Hasil )oo( x,o(

12.7 Belania Banhran Keuangan x!o( >oo(

12.8 Belania Tidak Terduea ]oo( >oo<

13 Belania Lanssung ,oo( ,oo( )oo(

13.1 Belania oeEawai ,oaK )oo( )oo(

t3.2 Belania Barang dan Jasa >oo( ,oo( )oo(

t3.2.1 Belania Hibah Barans )oo( ,oo( )oo(

t3.2.1.L Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak
ketisa/masvarakat

,oo( )oo( )oo<

L3.2.2 Belanja Bantuan Sosial
Barans

,co( ,oo( )oo(

13.2.2.L Bantuan sosial barang
yang diserahkan kepada
oihak ketipa / masvarakat

)oo( ,oo( )oo(

13.2.2.2 Belanja barang untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat selain
hibah dan bantuan sosial
**l

)oo( ,oo< )oo(

t3.2.3 Barangijasa selain hibah
dan bantuan sosial

,oo( xro( )oo<

13.3 Belarria modal ,oo( :oo( )ocx

t4 Jumlah belania >oo( :oo( ,oo( )oa(
15 Surplus / defrsit ,oo( >oo( )oo( too(
16 Pembiavaan daeratr
t7 Penerimaan pembiayaart >oo( ,oo(
18 Penselu aran oembiavaan )m( ]oc(
19 Pembiavaan neto ,oo( ,oo(
20 Sisa lebih pembiayaan tahun

berkenaan ( SILPA )
>ofi )oo(



B. KOI{VERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN
PEMERINTAH DAERAH :

SERTA BANTUAN SOSIAL
REALISASI ANGGARAN

No Uraian Gabuncan Uraian Pemda
1 Pendapatan Pendaoatan
o Pendaoatan Asli Daerah Pendaoatan Asli Daerah
3 Pendaoatan paiak daerah )oo( Pendapatan paiak daerah ,oo<
4 Pendapatan retribusi daerah EO< Pendapatan retribusi daerah xto(
5 Hasil pengelolaaa kekayaan

daerah yans dipisahkan EO(
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah vans dioisehkan :oo<

6 tain-lain PAD vans s€h ,oo( + L,ain-lain PAD vanc sah )oo<
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah ,oot Jumlah Pendapatan Asli Daerah )oo(
8 Dana perimbancan ,oo<

------+
Dana transfer )oo(

9 lain-lain oendaoatan vans sah ,oat( Lainlain pendaDatan vanc sah ,ocx
l0 Jumlah oendaoatan )oq Jumlah pendapatan m(
1l Belania Belania
l2 Belania Tidak L,anssuns xtcx Belania Ooerasi )oo(
12.1 Belania Peeawai po( Belania Pesawai ,oo<

t2.3 Bunsa lm( Belania Barans ,o(K
t2.4 Subsidi ,oo(
t2.5 Hibah ,ocr Bunga ,oo(
12.6 Bantuan Sosial ,m( Subsidi :oot
13 Belania Lancsuns pcx Hibah ,m(

Belania oesawai ,oo< Bantuan Sosial ,oo{

Belanja Barang dan Jasa
l)Hibah barang/jasa yang

diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

2lBantuan sosid barang/jasa
yang diserahkan kepada
pihak ketiga/ masyarakat

3lBaranc/iasa selain 1l dan 2l

xro(
)o(

,o(

,a(

Belanja Modal ,oo(

Belania modal ,oo<

l4 Jumlah belania )coa Jumlah belania ,oo(

l5 Surolus / defisit xg Surplus / defrsit ,m(
16 Pembiayaan daerah Pembiavaan daerah
t7 Penerimas:r oembiavaan Etx Fenerimaan pembiayaan EOt
18 Penqeluaian oembiavaan )oo( Penceluaran pembiavaan ,oo<

19 Pembiayaan neto ,co< Pembiavaan neto )oo(
20 Sisa lebih pembiayaan tahun

berkenaan (SILPA|
)oo( Sisa lebih pembiayaan tahun

berkenaan (SILPA)
)oo(

7



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI
NOMOR ....... TAHUN ........
TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ......

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA
ALAMAT

PENERIMA
JUMI,,AH

(Rp)

1 2 3 4
1.

2.
3.
4.

Dst.



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR :

TANGGAL :

A. FORIUAT SURAT PERIITYATAAN TAII(X}UNG JAWAB PENERIMA BANTUAN
SOSIAL BERUPA UANG :

SURAT PERITYATAAIT TAITGGUITG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan
sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan
proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan
Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaart, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-
u.rd"rrg"n yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka
saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah
serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yarlg berlakr-r.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,

Penerima Bantuan Sosial,

meterai/ttd

(Nama lengkap)

&#'

l^



B. FORI}IAT SURAT PERIYTATAAT TAITG}GUITG JAWAB PTITERIMA BANTUAIT
SOSIAL BERUPA BARAtrG :

Yang bertanda

Nama

SURAT PERITTATAAN TANGGUNG JAtrIAB

tangan dibawah ini :

No. Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa
barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal
bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati
Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan
barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimp€mgan dalam
pengguna€rnnya sehingga kemudian menimbulkan kemgian daerah, maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rtsa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau,

Penerima Bantuan Sosial,

meterai/ttd

(Nama lengkap)


